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Dasar penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus yang 
bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data terkait fokus 
penelitian, yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. tipe 
penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu 
dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan 
sosial, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya peran 
camat  dalam pengelolaan pariwisata. 
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
camat dalam hal ini melakukan evaluasi berada pada kategori baik. Berarti 
secara umum masyarakat mengakui pelaksanaan evaluasi yang dilakukan 
oleh camat juga cukup baik. Untuk keseluruhan item variabel dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan diperoleh hasil wawancara dan kondisi lapangan yang baik. 
Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
secara umum diakui baik dan berpengaruh. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penelitian 
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya 
seorang  pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya 
agar dapat  melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan 
pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas,  penduduk 
makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995 : 4). Kondisi seperti 
ini tentunya tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (Rachbini, 
2002:198).  
Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 kecamatan didefinisikan sebagai 
wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan 
kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya 
merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan—selain 
pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota 
administratif—menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini 
juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah 
kekuasaan berubah menjadi wilayah. pelayanan.  
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Pada sisi lain, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah telah membawa berbagai perubahan baru dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal praktik-
praktik pemerintahan.  
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh  aparatur 
pemerintah  Kecamatan Wajo Kota Makassar dalam berbagai sektor 
pelayanan terutama yang  menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan 
kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan KK, KTP, UUG, IMB, 
Akta Kelahiran dan sebagainya) masih belum seperti yang diharapkan. 
Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan 
dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun 
media, sebagaimana dimuat dalam pemberitaan lokal yang  
mengungkapkan keluhan konsumen berupa keberatan terhadap biaya 
pengurusan  KTP di Kecamatan Wajo. Fakta lainnya adalah hasil Laporan  
Observasi Lapangan Diklatpim Tingkat IV Kota Tahun 2012 yang  
menyimpulkan bahwa pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh 
Kecamatan  Wajo tahun 2011 belum optimal, hal ini terbukti dari data 
37.398 wajib KTP, hanya 7.796 atau 20,84% penduduk memiliki KTP. 
Selanjutnya  pengelolaan layanan izin gangguan dan izin mendirikan 
bangunan juga belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya 
data yang akurat  tentang  kepemilikan izin gangguan dan IMB oleh 
masyarakat yang memanfaatkan ruang  publik untuk kegiatan usahanya.  
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Selanjutnya berdasarkan laporan kinerja Kecamatan  Wajo dalam  
rangka penerimaan target PAD, belum memperlihatkan hasil yang me 
nggembirakan.  Hal tersebut dapat dilihat dari data bahwa target 
penerimaan dari PBB Tahun 2012 sebesar Rp. 209.749.965 terealisasi 
sebesar Rp. 120.950.036 atau sebesar 57,66%,  KTP tahun 2011 
sebanyak 38.088 lembar dari wajib KTP terealisasi sebanyak 11.007 
lembar atau sebesar 28,90%. Target penerimaan untuk IMB tahun 2013 
sebesar Rp. 31.000.000 baru terealisasi hingga bulan Juni 2006 sebesar 
Rp.  19.008.549 atau sebesar 61,32%, KK target 13.880 lembat dari wajib 
KK terealisasi  1.029 lembar atau sebesar 7,41%, UUG target sebesar Rp. 
18.371.650 terealisasi Rp. 12.319.500 atau sebesar 67,06%. Angka-
angka tersebut secara umum dapat  mengindikasikan bahwa pelaksanaan 
program dan kegiatan khususnya yang berkaitan  dengan belanja publik 
kecamatan belum optimal.  
Pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme 
kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak transparan, 
kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya 
fasilitas sarana dan prasarana  pelayanan sehingga tidak menjamin 
kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek 
pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan 
KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).  
Fenomena sebagaimana tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa 
peran camat di Kecamatan Wajo Kota Makassar belum optimal. Kondisi 
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yang mendorong penulis untuk meneliti tentang peran camat dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan 
Wajo Kota Makassar. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka  
masalah dalam penelitian adalah : 
1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan peran camat sebagai 
koordinator pelaksanaan pembangunan di kecamatan Wajo Kota 
Makassar? 
2. Faktor apa yang mempengaruhi peran camat dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan 
Wajo Kota Makassar? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan peran camat sebagai 
koordinator pelaksanaan pembangunan di kecamatan Wajo Kota 
Makassar. 
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi peran camat dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan 
Wajo Kota Makassar. 
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D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
 
1. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Kecamatan Wajo untuk 
peningkatan pelayanan publik di masa yang akan datang 
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentan peran 
camat dalam pembangunan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
a. Lokasi 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wajo  Kota 
Makassar dengan alasan bahwa Kecamatan Wajo  merupakan salah satu 
kecamatan yang telah mencoba mengembangkan sumber daya aparatur 
pemerintah daerahnya yang berbasis kinerja sebagai amanah dari 
otonomi daerah di Indonesia.  
 
b. Dasar dan Tipe Penelitian 
Dasar penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus yang 
bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data terkait fokus 
penelitian, yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian.  
tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu 
dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan 
sosial, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya peran 
camat  dalam pengelolaan pariwisata. 
d. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Kantor 
Kecamatan Wajo  dan melalui informan. Data primer ini berupa pedoman 
wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan dalam 
hal ini pejabat maupun pegawai Kantor Kecamatan Wajo  . 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil 
mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang ada sesuai topik 
penelitian, selain itu juga dapat diperoleh melalui pihak pemerintah 
Kecamatan Wajo  yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
e.    Teknik Pengumpulan Data 
Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan 
dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan yang dilakukan 
di Kantor Kecamatan Wajo  dengan jalan mengamati objek penelitian 
guna mendapatkan kelengkapan data dan mendapat gambaran 
mengenai objek penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.   
2. Interview/wawancara 
Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan tanya 
jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi 
yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang 
dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-
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surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan 
sebagainya. 
a. Analisis Data 
Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka 
langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah temuan penelitian 
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi camat khususnya dalam 
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, karakteristik 
responden serta faktor-faktor yang mempengaruhi camat dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Wajo adalah salah 
satu Kecamatan yang ada di Kotamadya Makassar, yang saat ini dipimpin 
oleh seorang Camat yang bernama Fadli Wellang,AP . Kecamatan Wajo 
memiliki 8 Kelurahan. 
4.1  PROFIL DAERAH PENELITIAN 
4.1.1 Kondisi Geografis 
Kecamatan Wajo merupakan satu kecamatan yang berada di 
Kotamadya Makassar yang letaknya berada di Ibukota Kabupaten dan 
berada Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun luas Kecamatan Wajo 
adalah 1,99 Km2. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Wajo, sebagai 
berikut: Sebelah Utara : Kecamatan ujung pandang, Sebelah Barat : Selat 
Makassar, Sebelah Selatan : Kecamatan Tamalate, Sebelah Timur : 
Kecamatan Mamajang. Kecamatan Wajo berada pada wilayah dengan 
ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah 
terletak pada daerah pantai dan 3 kelurahan berada pada daerah bukan 
pantai. 
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4.1.2  Kondisi Penduduk  
Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2011, jumlah penduduk di 
kecamatan wajo Kotamadya Makassar adalah 29.639 jiwa, terdiri dari laki-
laki 14.415 jiwa dan perempuan 15.224 jiwa. Penyebaran penduduk di 
Kotamadya makassar masih bertumpu di kecamatan Wajo yakni sebesar 
94,69  persen dari total jumlah penduduk Kota Makassar. Sedangkan 
jumlah rumah tangga sebanyak 5.978. 3.2. kepadatan penduduk 
kepadatan penduduk kecamatan wajo pada tahun 2012 yakni 
14.889,45jiwa/km 2 . tercatat bahwa kelurahan melayu merupakan 
kelurahan dengan penduduk terpadat yakni sebesar 90.583,33 jiwa/km 2, 
dan kelurahan mampu dengan kepadatan penduduk terendah yakni hanya 
8.012,5 jiwa/km2. 
Jumlah rumah tangga, penduduk dan kepadatan penduduk menurut 
kelurahan di kecamatan wajo tahun 2012 desa/kelurahan luas (km) 
penduduk rumah tangga kepadatan per km2 yaitu : Pattunuang 0,21 3.106 
656 14.790,48, ende 0,16 3.146 651 19.662,5 ,melayu baru 0,07 3.228 
654 46.114,29, melayu 0,06 5.435 1.119 90.583,33, butung 0,27 2.261 
480 8.374,07, mampu 0,40 3.205 660 8.012,  malimongan 0,41 4.392 838 
10.712,20,  malimongan tua 0,41 4.857 920 11.846,34 kecamatan 1,99 
29.630 5.978 14.889,45. banyaknya penduduk, menurut kelurahan dan 
jenis kelamin serta sex ratio di kecamatan wajo tahun2012 desa/kelurahan 
laki-laki perem-puan jumlah sex ratio pattunuang 1.431 1.675 3.106 85,42, 
ende 1.479 1.667 3.146 88,72, melayu baru 1.448 1.740 3.228 83,21 , 
melayu 2.550 2.885 5.435 88,38, butung 1.082 1.179 2.261 91,77, mampu 
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1.558 1.647 3.205 94,60, malimongan 2.153 2.239 4.392 96,16, 
malimongan tua 2.670 2.187 4.857 122,09 kecamatan 14.411 15.219 
29.630 94,69. 
4.1.3 Kondisi Sosial dan Budaya 
Kecamatan Wajo merupakan salah satu kecamatan di Kota 
Makassar yang memiliki kondisi sosial budaya yang cukup menarik, hal ini 
dikarenakan daerah kecamatan wajo berada di daerah pesisir pantai, 
tingkat Pendidikan kecamatan wajo pada tahun ajaran 2011/2012 jumlah 
taman kanak-kanak di kecamatan wajo sebanyak 8 sekolah dengan 17 
jumlah kelas, 444 orang murid dan 38 orang guru. pada tingkat sekolah 
dasar negeri terdapat 8 sekolah, 66 kelas, 2.036 murid dan 84 guru. 
sedangkan pada tingkat sekolah dasar swasta terdapat 4 sekolah,38 
kelas, 1.183 murid dan 69 guru. pada tingkat sekolah dasar inpres 
terdapat 2 sekolah, 18 kelas, 619 murid dan 24 guru. di kecamatan wajo 
hanya terdapat satu smp negeri yakni sekolah menengah pertama negeri 
5 yang terletak di kelurahan pattunuang dengan jumlah kelas sebanyak 
18, dan 1.080 murid serta 58 guru. sementara sekolah menengah atas 
tercatat 4 sekolah swasta dengan jumlah kelas 17, dan 685 murid serta 
tenaga pengajar sebanyak 98 orang. Kesehatan jumlah sarana kesehatan 
tahun 2012 di kecamatan wajo tercatat 2 puskesmas, 1 puskesmas 
pembantu, 3 rumah bersalin dan 44 posyandu. Dari segi agama ditinjau 
dari agama yang dianut, tercatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan 
wajo adalah beragama islam. jumlah tempat ibadah di kecamatan wajo 
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cukup memadai karena terdapat 25 buah mesjid, 10 buah langgar/surau, 
2 buah gereja dan 7 buah vihara. 
4.2 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Wajo 
Tugas pokok dan fungsi camat yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 
126 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah kota 
makassar Tahun 2008, yaitu: 
Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah 
perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik, pemerintah maupun 
swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kerja kecamatan, Melakukan evaluasi terhadap 
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang 
dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. 
Dari ketiga tugas pokok dan fungsi camat ini, kemudian ditetapkan 
indikator untuk mengukur tingkat kemampuan camat dalam pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawabnya di kecamatan Wajo Kota Makassar, antara 
lain: sebagai pemberdayaan dan pelayan, pembinaan dan pengawasan, 
dan evaluasi masyarakat Secara detail gambaran umum variabel-variabel 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan  Dan Pelayan Masyarakat 
Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan 
hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam 
satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga 
dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang 
daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi 
masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan 
aspirasi mereka. 
Forum musrenbang yang diselenggarakan oleh Kantor kecamatan 
Wajo pada setiap triwulan kepengurusan dihadiri dari berbagai kalangan, 
yaitu anggota DPRD Kota Makassar Dapil Wajo, Tim Musrenbang 
Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, 
tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat. Secara umum gambaran subyek masyarakat kecamatan 
Wajo Kota makassar terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat 
dalam hal ini mendorong partisipasi masyarakat. Peran camat dalam 
mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh camat Wajo, Fadli 
Wellang yang mengatakan bahwa:  
“Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah 
membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk 
penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi 
yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan 
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hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana 
masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung.” 
Wawancara pada tanggal 16 Maret 2014. 
 
Aparatur berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang 
besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Dengan 
demikian peranan pemerintah sangat penting dalam usaha mencapai 
tujuan birokrasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan 
yang dialami walaupun dalam skala wadah lembaga pemerintahan terkecil 
seperti tingkat kecamatan Wajo. 
Seperti halnya pemerintah kecamatan yang ada, aparat pemerintah 
kecamatan Wajo bukan hanya sebagai pembina dan pengayom 
masyarakat tapi juga diharapkan mampu menjadi pelayan masyarakat. 
Dengan kata lain, yang paling pertama adalah camat harus bisa menerima 
atau menampung semua aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih baik 
lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Bapak Sennang (Ketua RT 01) pada wawancara tanggal 14 Maret 
2014, mengatakan : 
“Dalam masalah aspirasi warga, camat di sini selalu memberikan 
kesempatan sebaik mungkin kepada kami untuk mengeluarkan 
aspirasi. Beliau tdak pernah segan untuk mendengarkan keluhan 
warga apalagi kalau ada rapat di aula kantor kelurahan, begitu pun 
kalau hanya mendengarkan dalam pergaulan camat Wajo selalu 
terbuka kepada kami. Meskipun tidak ada pertemuan langsung 
keluhan warga juga bisa dibawakan oleh lurah, ketua RW atau tokoh 
masyarakat lainnya.” 
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Kemudian ditambahkan lagi oleh bapak Sahudi (Warga kecamatan 
Wajo)  (wawancara pada tanggal 8 Maret 2014) selaku ketua RW, 
mengatakan bahwa : 
“Semua aparat di Kantor kecamatan Wajo ini bekerjasama dengan 
baik dalam penerimaan aspirasi masyarakat, kalaupun ada yang 
ingin mengeluarkan pendapatnya kita semua bisa tampung dan nanti 
disampaikan langsung kepada camat Wajo. Hal itu pun sudah 
diamanatkan oleh beliau kepada kami.” 
 
Dalam hal pembahasan aspirasi dari masyarakat pihak Kelurahan 
biasa melakukan rapat kecamatan, termasuk menghadirkan tokoh-tokoh 
masyarakat dalam acara MUSRENBANG. Biasanya kecamatan hanya 
mengundang perwakilan dari masyarakat saja seperti tokoh-tokoh 
masyarakat dan yang dianggap berkompeten dalam hal itu. 
Bapak Aswar Andi Sokeng (Tokoh masyarakat)  pada wawancara 
tanggal 9 Maret 2014 mengatakan : 
“Dalam hal pembangunan kami biasanya diundang untuk menghadiri 
acara MUSRENBANG. Yang diundang biasanya hanya tokoh 
masyarakat dan orang tertentu saja agar rapat dapat berjalan lancar 
dan agar tujuannya dapat tercapai.” 
 
Hal senada diungkapkan oleh bapak Abdul Rasyid (ketua RW)  pada 
wawancara tanggal 8 Maret 2014, yakni : 
“Kalau menurut saya, Camat Wajo orang nya sangat terbuka, saya 
bisa katakan karena saya biasa hadir di setiap rapat-rapat 
membahas masalah dana yang diterima pemerintah. Bahkan 
jumlah dana pun tidak pernah disembunyikannya. Pada saat 
pertemuan aspirasi masyarakat pun selalu ia butuhkan, agar 
bantuan dana yang masuk ini bisa benar-benar merata.” 
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Keterbukaan camat untuk dikoreksi, dibimbing dan diarahkan, dan 
kesediaannya utuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan 
dengan perencanaan dan pelaksanaan operasional pembangunan tingkat 
kecamatan mrupakan kunci kedekatan dan kebersamaan pemerintah 
kecamatan Wajo dengan masyarakat, sehingga jika ada kegiatan-kegiatan 
yang ingin dilaksanakan dari ide camat diterima,didukung, dan 
dilaksanakan bersama. 
Begitu pula dalam pengangkatan perangkat aparat kecamatan Wajo 
dari perwakilan dari tiap-tiap lingkungan agar pelayanan kepada 
masyarakat tidak hanya mampu bertumpu pada orang tertentu saja tapi 
dapat terbagi rata sehingga jika ada masyarakat yang ingin dilayani oleh 
kecamatan Wajo yang kebetulan tidak ada di tempat maka dapat terwakili 
oleh bawahannya jadi masyarakat dapat terlayani secara maksimal tanpa 
membeda-bedakan status dan asal lingkungannya.  
Ibu Lina (pegawai negri sipil)  dalam wawancara pada tanggal 10 
Maret 2014, mengatakan : 
“Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, aparat di kantor 
kecamatan Wajo saya lihat sangat baik dan ramah. Apapun 
keperluan kita langsung dilayani dengan baik, kalau pun kita 
kelihatan tidak ngerti dengan administrasi mereka semua langsung 
menjelaskan dengan baik supaya kita mengerti dengan administrasi 
yang kita urus. Kalau masalah biaya pengurusan administrasi itu 
sebenarnya memang tidak ada tarif yang ditetapkan, cuma kita harus 
mengerti dan memberi uang tertentu kepada aparat yang 
mengerjakan administrasi yang kita urus karena kita pahami bahwa 
mereka tidak memiliki gaji tetap apalagi belum PNS, administrasi 
yang kita urus kan kepentingan kita sendiri mereka hanya 
membantu. Begitu pun kalau misalnya pengurusan akte dan lain 
sebagainya.” 
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Sesuai dengan pengamatan penulis, di kecamatan Wajo terlihat 
adanya kesan yang sangat antusias dari aparat kelurahan jika ada warga 
yang yang berkunjung langsung dilayani dengan baik. Kalau keperluan 
warga berupa pengurusan administrasi aparat langsung menjelaskan 
secara terperinci apalagi kalau yang bersangkutan adalah warga yang 
masih awam dengan persuratan. Kalau tarif yang dipungut atas 
pengurusan administrasi itu aparat kecamatan Wajo tidak pernah 
memasang tarif apalagi meminta, hanya saja warga yang langsung 
memberi yang disertai dengan ucapan terima kasih. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Paisal salah satu aparat 
perangkat kecamatan Wajo yang biasa menguruskan keperluan 
administrasi warga (wawancara tanggal 13 Maret 2014) mengatakan : 
“Untuk urusan administrasi di kantor sini, kami tidak memasang tarif 
tertentu kami hanya mengatakan seikhlasnya saja dan yang 
bersangkutan merasa tidak dirugikan. Kami semua menjelaskan 
urusan administrasi itu termasuk kalau harus diselesaikan di kantor 
walikota kan di sini hanya diberi surat pengantar kalau memang yang 
bersangkutan bisa urus sendiri maka kami tidak lagi direpotkan jadi 
dia bawa sendiri. Jadi kita berusaha memberi pelayanan sebaik 
mungkin agar masyarakat merasa puas.” 
 
Pelayanan yang diberikan oleh aparat perangkat kelurahan telah 
memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di 
kecamatan Wajo dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena 
adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan 
oleh pemerintah kecamatan Wajo kepada masyarakat dalam hal ini 
berupa pengurusan surat-surat yang sudah tidak ada biaya patokan dan 
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waktu lama yang biasa merugikan (menurut humas Camat Wajo). Serta 
bagaimana camat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan 
lainnya yang menjadi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 
Penulis dapat menyimpulkan jika pelayanan pemerintah kecamatan 
Wajo bagi masysrakatnya sudah cukup adil dan masyarakat dapat 
menikmati layanan yang diberikan oleh Pemerintah kecamatan Wajo 
dengan baik. Hal ini didasari karena keterbukaan Camat terhadap 
perangkat kecamatan Wajo dan masyarakat yang memberi saran dan 
kritik dan juga dari segi pelayanan yang tidak membeda-bedakan antar 
warga yang dilayani.   
2. Pembinaan dan Pengawasan 
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja 
kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap 
anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan 
bersama. Dari tugas dan fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini 
maka ada 3 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan, 
pembinaan dan pengawasan. Untuk melihat secara jelas ketiga indikator 
ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini: 
a. Pengarahan  
Pengarahan yang dilakukan camat dalam kegiatan pemberdayaan 
masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang 
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camat dalam kapasitasnya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan 
bagi masyrakatnya. 
Pengarahan yang dilakukan oleh camat Wajo kepada 
masyarakatnya untuk mengikuti program pemberdayaan, seperti: 
melakukan sosialisasi langsung kerumah masyarakat ditiap kelurahan, 
menghimbau masyarakat melalui spanduk atau pamphlet dan 
mengundang tokoh masyarakat, kepala kelurahan yang termasuk wilayah 
kecamatan wajo untuk memberi pengarahan langsung. Pengarahan 
tersebut dilaksanakan setiap akan dilaksanannya program kegiatan 
pemberdayaan kecamatan wajo. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Adia. SStp, Msi (Seksi 
pemberdayaan masyarakat) kecamatan Wajo sebagai koordinator 
pengarahan pemberdayaan masyarakat (wawancara tanggal 13 Maret 
2014) mengatakan : 
“Dalam urusan pengarahan pemberdayaan masyarakat, kami selaku 
pengarah biasanya melakukan pengarahan berupa sosialisasi, 
himbauan dan pengarahan langsung, seperti: langsung kelapangan 
atau rumah warga, pasang spanduk ditiap kelurahan dan juga 
mengundang secara formal tokoh masyarakat maupun aparat 
kelurahan untuk memberikan arahan langsung mengenai kegiatan 
yang akan dilaksanakan.” 
 
Dari pihak masyarakat juga menambahkan, H. Jumadil (salah 
seorang tokoh masyarakat kecamatan Wajo) (wawancara tanggal 13 
Maret 2014) mengatakan : 
“Saya sangat berterimakasih dengan pihak kecamatan yang 
biasanya mengundang saya untuk diberi arahan jika ada kegiatan akan 
dilaksanakan, meskipun sudah ada himbauan dari kelurahan sebelumnya 
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termasuk surat edaran atau spanduk informasi, karena dengan begitu 
kegiatan yang akan dilaksakan bias berjalan dengan baik.” 
Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana camat mengarahkan 
masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan 
masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang 
diharapkan mampu tercapai. 
b.  Pembinaan  
Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan 
berkesinambungan masyarakat yang pada awalanya tidak tahu dapat 
menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang 
direkomendasikan dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud 
adalah sejauh mana camat mampu melakukan dan memberikan 
bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang 
telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah 
didapatkan masyarakat sebelumnya, memberikan pelatihan menjahit ini 
akan menambah keterampilan dan otomatis bisa membuat kesejahteraan 
masyarakat wajo meningkat. 
Pembinaan yang dilakukan oleh camat Wajo kepada masyarakatnya 
untuk meningkatkan kreativitas mereka dilaksanakan pada setiap triwulan 
pelaksaan proker minimal satu kali, seperti: memberikan pelatihan kerja 
kepada masyarakat dan pengenalan wira usaha mandiri. 
Adia. Stp, Msi (Seksi pemberdayaan masyarakat) kecamatan Wajo 
sebagai koordinator pengarahan pemberdayaan masyarakat (wawancara 
tanggal 13 Maret 2014) mengatakan : 
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“Kami paham masyarakat sangat butuh yang namanya pelatihan dan 
informasi usaha serta bagaimana cara menjalankan usaha tersebut, 
olehnya itu kami dari pihak kecamatan dalam program pembinaan 
memberikan kebutuhan mereka, tujuannya jelas untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan ekonominya tentunya.” 
 
 
c.  Pengawasan  
Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang 
dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu 
dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera 
diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya. Secara umum gambaran 
subyek masyarakat (responden) kecamatan Wajo terhadap pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi camat dalam hal melakukan pembinaan dan 
pengawasan. 
Pengawasan dan pembinaan camat yang tergolong sedang ini 
senada dengan yang disampaikan oleh fasilitator tim PNPM-MP 
kecamatan Wajo Drs. H.A. Musyarafah Baso L yang mengatakan: 
“Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke 
kecamatan, tidak berarti camat menerima laporan kami begitu saja. 
Beliau juga sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan 
pemberdayaan yang kami fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan 
sebatas pada musrenbang kecamatan, tetapi berkanjut hingga 
kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang 
diinginkan” Wawancara pada tanggal 16 Maret 2014. 
 
Dalam hal pembinaan masyarakat kegiatan memberi contoh atau 
lebih dikenal dengan keteladanan merupakan unsur yang memegang 
peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang 
pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan tugas bawahan/orang yang 
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dipimpin sehingga dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam 
pelaksanaan tugas. Hal ini dapat kita lihat dari cara pembinaan yang 
dilakukan seorang Camat. 
Aktivitas untuk memberi tuntutan/pembinaan merupakan salah satu 
unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik itu untuk perngkat 
kecamatan maupun untuk masyarakatnya. 
Tujuannya adalah agar perangkat kelurahan atau masyarakatnya itu 
tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk 
mengerjakan sesuatu sesuai kehendak Kepala kecamatan. 
Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan 
sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan 
memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik 
secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha 
mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi dkk, 
1988). 
Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup 
banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti 
pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang 
mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai 
pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai 
dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. 
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Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha 
mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya 
dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang 
belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan 
harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih 
kosong harus diisi. 
Dalam kaitannya dengan pembinaan masyarakat kecamatan, kepala 
kecamatan selaku pemimpin di kecamatan Wajo. Mengingat kondisi 
kecamatan Wajo yang merupakan sektor perekonomian maka upaya 
pihak pemerintah kecamatan Wajo hanya bergelut di bidang 
perekonomian dan kesejahteraan rakyat, meskipun masih ada sektor 
pertanian yang masih aktif. 
Hal ini senada yang diungkapkan oleh bapak Aswar Andi Sokeng 
salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta (wawancara 
tanggal 9 Maret 2014) bahwa : 
“Masyarakat di sini pada umumnya rata-rata mayarakat senang 
berbisnis dan orang yang berjiwa muda mau bekerja di perusahaan 
atau pemerintah. Jadi cocokmi langkah yang diambil oleh camat 
Wajo yaitu dengan memberikan pelatihan untuk warga yang tidak 
memiliki kesibukan seperti sekarang saya lihat ada pelatihan 
menjahit di kantor camat Wajo”. 
 
Hal senada juga dingkapkan oleh salah seorang aparat kecamatan 
Wajo ibu Sriati Dahlan, S.IP (wawancara pada tanggal 8 Maret 2014) 
yakni : 
“Untuk menjalankan peran sebagai pembina masyarakat kita hanya 
bisa memantau kegiatan masyarakat sehari-hari baru bisa 
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mangambil langkah perencanaan untuk mengusulkan apakah bentuk 
penyuluhan atau pelatihan. Seperti apa terlihat sekarang masyarakat 
senang dengan kerjaan yang tidak terlalu menguras keringat jadi 
alhamdulillah kita bisa adakan pelatihan kursus menjahit”. 
 
Kemudian ditambahkan lagi seorang warga ibu Lina (wawancara 
pada tanggal 10 Maret 2014) yakni : 
“Bagus sekali ini yang dilksanakan oleh pihak kecamatan Wajo, 
selain membina juga cukup membantu. Ini akan menambah 
keterampilan dan otomatis bisa membuat kesejahteraan meningkat, 
kalo ada modal insya Allah saya akan membuka usaha jasa menjahit 
di rumah.” 
 
Hal sanada juga diungkapkan oleh seorang aparat kecamatan Wajo 
(wawancara pada tanggal 10 Maret 2014) A. Arnida, S.Sos bahwa : 
“Ini merupakan salah satu langkah pembinaan kepada masyarakat 
tapi pembinaan kan bukan hanya bentuk pelatihan bisa saja dengan 
melayani sebaik mungkin administrasi di kantor kecamatan Wajo”. 
 
Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan 
pemerintah kecamatan Wajo sebagi pembina masyarakat dapat 
mendorong proses pembangunan ke arah lebih baik dengan 
memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat 
lokasi kecamatan Wajo adalah basis perekonomian yang banyak di 
bidang perdagangan. Hal ini mengakibatkan perekonomian kecamatan 
Wajo menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas kepada 
kehidupan masyarakat yang sejahtera. 
Aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan 
Wajo lebih bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat 
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dari pelaksanaan pembangunan. Sebab sebagaimana pembangunan 
akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga. 
Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat dan kemauan serta 
ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga masyarakat kecamatan 
Wajo. Dalam melakukan aktivitas pembinaan ini, aparat kelurahan 
menyatukan dirinya terhadap semua warga di manapun dan dalam 
keadaan apapun dan tidak menciptakan batas sosial, sehingga warga 
merasa menjadi satu dengan antar aparat kecamatan Wajo. Melalui 
perilaku seperti inilah pendekatan dan kebersamaan tercipta untuk 
membina masyarakat dalam pembangunan ke arah yang lebih baik. 
3. Melakukan Evaluasi  
Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi camat dalam 
mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2008 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan 
evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang 
telah direncanakan sebelumnya, selain itu apa yang menjadi hambatan 
dan tantangan dapat ditelusuri sambil mencari jalan keluar agar tidak 
terulang pada masa yang akan datang. Secara umum gambaran subyek 
masyarakat kecamatan Wajo terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi camat dalam hal ini melakukan evaluasi. Berarti secara umum, 
evaluasi yang dilakukan camat cukup berpengaruh. 
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Evaluasi yang dilakukan camat dalam mengkordinasikan kegiatan 
masyarakatnya tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Kepala 
Camat Wajo Fadli Wellang, yang mengatakan: 
“Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan, 
tidak berarti saya  menerima laporan mereka begitu saja karena ada 
yang namanya evaluasi triwulan. Saya juga sering melakukan 
tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami 
fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang 
kecamatan, tetapi berlanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang 
dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan” Wawancara pada 
tanggal 16 Maret 2014. 
 
 Hal sanada juga diungkapkan oleh seorang aparat kecamatan 
Wajo (wawancara pada tanggal 14 Maret 2014) A. Arnida, S.Sos bahwa : 
“Tiap triwulan di kecamatan wajo dilaksanakan evaluasi, prosesnya 
itu tiap seksi melaporkan program kegiatan yang dilaksanakan 
secara langsung baik dari segi biaya kegiatan maupun 
pelaksanaannya didepan Pak camat kemudian hasilnya nanti 
diberitahukan kepada warga kecamatan wajo”. 
 
Evaluasi yang dilakukan oleh camat wajo berlangsung pada tiap 
triwulan pengurusan dimana evaluasi ini ditujukan ke pelaksana program 
kerja yaitu aparat kecamatan wajo disamping itu hasil evaluasi 
diperlihatkan langsung ke masyarakat. 
Dari pihak masyarakat juga menambahkan, Andi ilham (salah 
seorang tokoh masyarakat kecamatan Wajo) (wawancara tanggal 14 
Maret 2014) mengatakan : 
“Biasanya kami selaku tokoh masyarakat diundang oleh pihak 
kecamatan untuk diberitahu hasil evaluasi program kerja yang terlaksana, 
jumlah anggaran dan proses pelaksanaan kegiatan, jadi kami juga tahu 
atau bias menilai pelaksanaan tugasnya ini kecamatan jika ada yang tidak 
sesuai kami bias laporkan.” 
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4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok 
dan Fungsi Camat Wajo 
Dalam penelitian ini ada 3 hal yang dianggap mempunyai pengaruh 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat wajo dalam kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah kepemimpinan camat, 
dukungan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran, sebagai 
berikut: 
1. Kepemimpinan camat 
• Pada tingkatan kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang 
mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, 
mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Meski 
peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus 
berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam 
menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Faktor kepemimpinan figur seorang  camat sangatlah 
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seorang 
camat dalam mengkordinasikan kegiatan masyarakatnya tersebut 
senada dengan yang disampaikan oleh 
 
Kabag Humas Camat Wajo F. Adlia, SSTP, M.Si, yang 
mengatakan: 
“Dalam menjalankan tugas dan bekerjasama dengan masyarakat 
seorang figur kepala camat sangat penting, karena masyarakat yang 
ada di kecamatan wajo ini boleh dibilang butuh arahan extra dalam 
setiap proses kegiatan yang melibatkan warga, jadi pak camat yang 
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merupakan pemimpin di daerah kecamatan wajo ini haruslah 
memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi  ” Wawancara pada tanggal 
16 Maret 2014. 
  
Kemudian ditambahkan lagi oleh bapak Iswan (Warga kecamatan 
Wajo) (wawancara pada tanggal 16 Maret 2014), mengatakan bahwa 
: 
“Kepemimpinan Camat Wajo saat ini mampu menampung aspirasi 
kami. Dia tidak pernah segan untuk mendengarkan keluhan warga, 
Meskipun tidak ada pertemuan langsung keluhan warga juga bisa 
dibawakan oleh lurah, ketua RW atau tokoh masyarakat lainnya”. 
 
    Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa pentingnya kepemimpinan camat dalam proses kelancaran 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan kecamatan, sehingga tugas dan 
fungsi pokok pemerintahan kecamatan dapat berjalan dengan baik. 
Masyarakat butuh penyaluran aspirasi dan butuh pemimpin diwilayah 
mereka yang memiliki dasar kepemimpinan serta mobilitas yang 
tinggi, sebab koordinasi antara pemerintah kecamatan dan 
masyarakat dapat menjadi hubungan baik. 
2. Faktor sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang 
mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Jika 
dikontekskan dengan penelitian ini adalah sejauh mana sarana dan 
prasarana yang memadai dan tersedia mampu menunjang keberhasilan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
Faktor sarana dan prasarana menurut sebagian besar informan 
kantor Kecamatan Wajo mempengaruhi proses penggerakan staf. Namun 
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ada pula informan yang mengatakan bahwa sarana dan prasaran bukan 
merupakan faktor yang mempengaruhi proses penggerakan staf. Menurut 
sekertaris Kecamatan Wajo Bapak A.Zulkifly Nanda, menurutnya ; 
“.....salah satu faktor penting yang perlu di ingat adalah sarana dan 
prasarana yang ada di kantor camat Wajo, menurut saya cukup 
memadai hal ini terlihat adanya bantuan dari berbagai pihak untuk 
pemenuhan sarana pendukung dalam memudahkan petugas 
melaksanakan tugas......” (wawancara, Rabu, 17/Maret 2014. Pukul 
12.15). 
   
Dari pernyataan di atas, di akui pemerintah kecamatan dalam hal 
sarana dan prasarana cukup memadai, hal ini kemudian menjadi daya 
dukung terhadap pelaksanaan setiap program/kegiatan yang akan di 
laksanakan di Kecamatan Wajo. berikut di sajikan sarana dan prasrana 
yang ada di kantor camat Wajo, terdiri dari; Balai penyuluhan kesehatan 
warga, Koperasi, dan fasilitas umum lainnya. 
Hal sanada juga diungkapkan oleh Andi ilham (salah seorang tokoh 
masyarakat kecamatan Wajo) (wawancara tanggal 14 Maret 2014) 
mengatakan: 
“Masalah fasilitas dan prasarana menurut saya lumayan bagusmi, 
karena adami balai kesehatan dibikin untuk warga kkecamatan wajo, 
ditambah lagi adami juga tenda dan kursi jika ada warga yang mau 
meminjam itu bias secara gratis jadi sudah lumayanlah”. 
 
Hal sanada juga diungkapkan oleh Fahrudddin (masyarakat 
kecamatan Wajo) (wawancara tanggal 14 Maret 2014) mengatakan: 
“Saya juga biasa pergi ke koperasi kecamatan yang disediakan oleh 
pihak kantor camat disamping untuk berbelanja keperluan sehari-hari 
biasanya saya membeli alat tulis untuk anak-anak dirumah ”. 
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Faktor sarana dan prasarana ini tergolong penting dalam proses 
pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas. Sarana dan prasarana 
adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar 
atau mempermudah pekerjaan. Peralatan yang dimiliki di samping harus 
cukup secara kuantitas, juga harus baik dan tepat untuk suatu tujuan. 
Semakin baik peralatan yang dimiliki semakin memperlancar dan 
mempermudah mekanisme kerja dan mempercepat penyelesaian kerja.  
3. Faktor anggaran 
Anggaran dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi dan peran 
anggaran atau pendanaan yang diperuntukkan bagi kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dapat menunjang keberhasilan kegiatan 
tersebut. Karena bagaimanapun juga anggaran merupakan salah satu hal 
terpenting yang  mempengaruhi keberhasilan sebuah kegiatan. 
Kondisi obyektif perlakuan kecamatan khususnya anggaran 
kecamatan sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta beban kerja kecamatan, tetapi masih menggunakan pendekatan 
pragmatis dan praktis dalam menentukan kriteria dan besaran alokasi 
anggaran sehingga cenderung di buat seragam. Dalam pelaksanaan 
kewenangannya, anggaran yang diberikan ke kecamatan sekarang ini 
sebenarnya masih minim, namun upaya mengoptimalkan secara tepat.  
Menurut Bendahara Camat Wajo Hj. Nursamsi. SE bahwa: 
“...kalau kita liat dari anggaran yang ada di Kecamatan Wajo 
sebenarnya masih minim karena seperti yang saya rasakan selama 
ini baru sekarang katakanlah pertengahan februari, sampai april 
kemarin ada lima kegiatan besar yang harus dibiayai oleh camat 
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dalam hal pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang memang cukup 
memakai dana yang agak besar seperti kegiatan Musrembang yang 
menghadirkan masyarakat yang begitu banyak, termasuk kegiatan-
kegiatan kesenian dan olahraga di kecamatan Wajo. Jadi biaya 
transport dan biaya konsumsi di dalam serta kostum, itu sebenarnya 
kegiatan yang cukup memberatkan bagi kami dengan minimnya 
dana yang diberikan. Kami mengupayakan optimalisasi menyalurkan 
dana dengan hasil yang baik, Juga dalam hal reses-reses atau rapat-
rapat di tingkat kelurahan juga termasuk kegiatan yang dilaksanakan 
di Kotamadya dan provinsi perlu ditunjang dengan anggaran yang 
mencukupi.” Wawancara pada tanggal 16 Maret 2014. 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat peran factor 
anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok kecamatan 
sangatlah besar, dimana masyarakat dapat menikmati pelayanan 
kecamatan  secara menyeluruh dengan anggaran yang besar dan 
penggunaan secara tepat, namun di kecamatan wajo dengan anggaran 
yang minim pihak kecamatan menggunakan anggaran secara tepat untuk 
mentaktisi minimnya anggaran yang diterima. 
Dalam penelitian ini adapun factor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan Wajo, 
adapun factor pendukung tersebut, diantaranya: gaya kepemimpinan 
camat tinggi yang mampu menkoordinasikan anggotanya dan masyarakat 
dalam menjalankan program kerja selama kepengurusan.  
Faktor pendukung yang lain adalah tersedianya sarana dan prasaran 
yang cukup memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah 
kecamatan wajo dapat berjalan dengan lancar, namun disisi lain terdapat 
factor penghambat pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan 
wajo adalah minimnya anggaran yang diperoleh pemerintah kecamatan 
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wajo, hal inilah yang menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan 
program kerja sehingga pemerintah kecamatan wajo harus lebih maksimal 
dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang 
telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan 
dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan 
pernyataan singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan. 
Sedangkan saran dalam hal ini merupakan saran-saran dari penulis 
berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. 
5.1.  Kesimpulan 
1.  Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di kecamatan Wajo Kota Makassar dalam 
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi atas 
3 variabel yaitu: mendorong partisipasi masyarakat, melakukan 
pembinaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi. 
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat untuk mendorong 
partisipasi mayarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara 
langsung dengan responden yang terlibat langsung dengan kegiatan 
masyarakat. Berarti secara umum peran camat dalam mendorong 
partisipasi sudah baik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat 
dalam melakukan pembinaan dan terhadap unit kerja kegiatan 
pemberdayaan masyarakat ini dibagi menjadi 3 indikator yaitu: 
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pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi ini kemudian dikategorikan sedang dengan melihat 
hasil wawancara langsung ke pihak terkait. Secara umum penilaian 
ini menggambarkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 
camat juga cukup baik.  Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
camat dalam hal ini melakukan evaluasi berada pada kategori baik. 
Berarti secara umum masyarakat mengakui pelaksanaan evaluasi 
yang dilakukan oleh camat juga cukup baik. Untuk keseluruhan item 
variabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan diperoleh hasil wawancara dan 
kondisi lapangan yang baik. Hal ini menggambarkan bahwa 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam 
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara 
umum diakui baik dan berpengaruh. 
2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi camat: Dari ketiga faktor yang dianggap mempengaruhi 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, yaitu faktor 
kepemimpinan camat, faktor sarana dan prasana, serta faktor 
anggaran, ketiganya memang terbukti memiliki hubungan yang linear 
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam 
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
      Factor pendukung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
pembangunan  di wilayah kecamatan wajo, yaitu: gaya 
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kepemimpinan camat yang baik dan tersedianya sarana dan 
prasarana yang cukup memadai, sehingga pelaksanaan 
pembangunan di wilayah kecamatan wajo dapat berjalan dengan 
lancar, namun disisi lain terdapat faktor penghambat pelaksanaan 
pembangunan di wilayah kecamatan wajo adalah minimnya 
anggaran yang diperoleh pemerintah kecamatan wajo, 
5.2.  Saran 
1.  Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini 
koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih 
ditingkatkan. Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, 
melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi harus lebih 
diperhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih 
maksimal. 
2.  Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kepemimpinan camat, 
sarana dan prasarana, serta faktor anggaran juga seharusnya lebih 
ditingkatkan dan diperhatikan agar pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi camat bisa lebih maksimal. 
  
 
 
 
